
“Kami tidak mengambil alih 
tugas penegak hukum.” 

JAKARTA — Menteri Koordinator Politik, Hu-
kum,dan Keamanan Djoko Suyanto menga-
takan, rapat koordinasi di kementeriannya
pada 8 September lalu tidak khusus memba-
has penahanan petinggi PT Sumalindo Les-
tari Jaya yang terbelit kasus dugaan pemba-
lakan liar.“Itu rapat  biasa,”kata Djoko me-
lalui pesan singkat akhir pekan lalu.

Menurut Djoko, rapat itu digelar juga
bukan karena permintaan Wijiasih Cahya-
sasi alias Wiwiek, kakak ipar Susilo Bam-
bang Yudhoyono yang kini Presiden Komi-
saris PT Sumalindo.“Kami enggak pernah
dan enggak perlu tahu apa dan siapanya.”

Djoko menegaskan, rapat koordinasi itu
tidak membahas secara spesifik kasus per
kasus. “Kami tidak mengambil alih tugas
lembaga penegak hukum,”ujar Djoko. Ka-
laupun rapat menyinggung kasus Sumalin-
do, menurut Djoko, itu hanya untuk me-
mastikan agar penanganannya memperha-

tikan kepastian hukum dan keadilan.
Pada Mei lalu, Kepolisian Kutai Kartane-

gara menahan Presiden Direktur PT Suma-
lindo Amir Sunarko, dan wakilnya, David.
Polisi menuduh PT Sumalindo menjadi pena-
dah 3.000 batang kayu hasil pembalakan liar.
Tapi, pada 17 September lalu, jaksa membe-
baskan keduanya.

Penelusuran majalah Tempo mencium
upaya membebaskan Amir dan David. Pa-
da 27 Agustus 2010, PT Sumalindo mengi-
rim surat ke Kementerian Koordinator Po-
litik, Kejaksaan Agung, serta Kementerian
Kehutanan.

Kementerian Koordinator Politik meng-
gelar rapat koordinasi terbatas pada 8 Sep-
tember 2010. Saat itu hadir para pejabat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Ma-
nusia, Kementerian Kehutanan, Kejaksaan
Agung, Kepolisian RI, Badan Intelijen Ne-
gara, serta Tentara Nasional Indonesia. Ra-

pat antara lain menyimpulkan bahwa pe-
nahanan dua bos Sumalindo berdampak
buruk terhadap iklim investasi.

Berbarengan dengan proses itu, Wiwiek
juga menemui sejumlah pejabat untuk me-
nanyakan penahanan Amir Sunarko.Kakak
sulung Ani Yudhoyono ini mengaku pernah
menemui Menteri Kehutanan Zulkifli Ha-
san dan mengirim utusan kepada Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Timur In-
spektur Jenderal Mathius Salempang.

Menteri Zulkifli kemarin menyatakan ke-
cewa atas pemberitaan Tempo karena mera-
sa tidak pernah dimintai konfirmasi. Direk-
tur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi
Daryanto juga mengoreksi berita Tempo
yang menyebutkan Kementerian Kehutanan
mengeluarkan jaminan agar penahanan
Amir dan David ditangguhkan.Yang mener-
bitkan jaminan, menurut Hadi, adalah PT
Sumalindo. ● ISMA S | AGUNG S | SETRI Y | FIRMAN H | JAJANG
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PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk adalah salah satu raja hutan Kaliman-
tan. Ia punya konsesi lebih dari 150 ribu hektare. Namun polisi sem-
pat menuding Sumalindo menjadi penadah kayu gelap di Kutai Karta-
negara. Presiden direkturnya, Amir Sunarko, dan wakilnya, David,
sempat ditahan. Inilah kisah Sumalindo.
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PT Sumalindo Lestari Jaya berdiri sebagai produsen ka-
yu lapis dengan konsesi lahan seluas 132 ribu hektare
di Kalimantan Timur. Kapasitas produksi kayu lapisnya
per tahun 66 ribu meter kubik.
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Sumalindo merger dengan sejumlah perusahaan. Konsesi
Sumalindo bertambah menjadi 150 ribu hektare, dengan
kapasitas produksi  120 ribu meter kubik per tahun.

Astra Internasional menjual
75 persen kepemilikan sa-
hamnya di Sumalindo ke
keluarga Sunarko. Astra
ingin melepaskan diri dari
beban utang Sumalindo
sekitar  Rp 1,7 triliun.

Sebagian besar 
utang Sumalindo 
direstrukturisasi. 

Menggandeng PT Inhutani I sehingga memper-
oleh tambahan konsesi HTI seluas 83 ribu
hektare, dan Sumalindo memiliki 60 persen
saham di Inhutani.

Sumalindo masuk 
bursa saham.

Sumalindo mulai
merugi.

Sampoerna Forestry 
menjadi pemilik sebagian 

saham Sumalindo.

Sumalindo menjual anak perusahaannya ke
Tjiwi Kimia seharga Rp 7,2 miliar plus hak
tagih atas utang lebih dari Rp 150 miliar. 

Kepolisian Daerah 
Kalimantan Timur 
menuding Sumalindo 
menadah kayu hasil 
pembalakan liar. 
Presiden Direktur 
Sumalindo Amir Sunarko
dan wakilnya, David, 
ditahan.

17 September 2010
Amir Sunarko dan 
David bebas 
dari tahanan.

Djoko Suyanto
MENTERI KOORDINATOR POLITIK, HU-
KUM, DAN KEAMANAN 
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Setelah Kerabat Istana Disorot

K asus Sumalindo, yang menyeret kerabat Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan ujian ba-
gi penegak hukum. Perusahaan pemegang hak

pengusahaan hutan itu dituduh menampung kayu ile-
gal. Ketika ditangani polisi, tangan-tangan kekuasaan
berupaya mengintervensi kasus ini. Kini publik akan
melihat apakah jaksa serius menanganinya.

Diungkapkan oleh majalah Tempo, perkara itu me-
nyedot perhatian karena melibatkan Wijiasih Cahya-
sasi, kakak ipar Presiden Yudhoyono. Putri sulung al-
marhum Letjen Sarwo Edhie Wibowo ini ikut mem-
bantu mengatasi persoalan yang melilit PT Sumalindo
Lestari Jaya. Ia dituding mengerahkan segala daya un-
tuk membebaskan Amir Sunarko, Direktur Utama PT
Sumalindo, dan wakilnya, David, yang ditahan. Ke-
duanya menjadi tersangka dengan tuduhan menam-
pung kayu hasil pembalakan liar di Samarinda, Kali-
mantan Timur.

Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sudah melaku-
kan proses hukum yang benar terhadap Amir dan Da-
vid. Setelah dinyatakan sebagai tersangka, kedua pe-
tinggi Sumalindo itu pun ditahan. Sesuai dengan Un-
dang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehu-
tanan, kedua tersangka terancam hukuman 10 tahun
penjara. Kepala Polres Kutai Ajun Komisaris Besar
Fadjar Abdillah yakin polisi punya bukti dan saksi
yang cukup untuk memenangkan kasus ini jika kelak
disidangkan. Bahwa ada kayu meranti dan kayu rim-
ba lain—tanpa dokumen sah—yang disembunyikan di
antara ribuan batang kayu bulat yang dipesan Suma-
lindo, rasanya sulit dipatahkan.

Hanya, penyidikan polisi kemudian terusik oleh lo-
bi-lobi yang tak pantas. Bahkan akhirnya kasus ini
sampai dibahas di Kementerian Koordinator Politik,
Hukum, dan Keamanan. Pejabat Kementerian Kehu-
tanan juga dilibatkan. Saat itu muncul pandangan
bahwa penahanan tersebut berdampak buruk terha-
dap iklim investasi.

Boleh jadi, tekanan politik itu membuat kejaksaan
jadi kendur. Ketika berkas tersangka Amir Sunarko
dan David diputuskan lengkap alias P-21 oleh Kejak-
saan Negeri Kutai Kartanegara, mereka langsung di-
bebaskan dari tahanan.Tak lama kemudian, terjadi
pula perubahan di PT Sumalindo. Nyonya Wijiasih,
yang akrab disapa Wiwiek, didaulat menjadi Presiden
Komisaris Sumalindo.

Pembebasan itulah yang mesti dijelaskan oleh kejak-
saan. Kenapa institusi ini memberikan perlakuan ber-
beda terhadap kedua tersangka.Walaupun kasus itu te-
tap dibawa ke pengadilan, perbedaan perlakuan yang
diberikan polisi dan jaksa jelas mengundang pertanya-
an. Orang semakin curiga jika kelak kejaksaan kurang
serius menuntut kedua petinggi PT Sumalindo itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun seharusnya
tak tinggal diam. Ia perlu menjelaskan kepada publik
mengenai tudingan bahwa kerabatnya mengintervensi
proses hukum. Apalagi kasus ini sampai dibahas pada
level kementerian.Tidak selayaknya kasus yang sudah
ditangani secara profesional oleh penyidik diusik oleh
siapa pun, termasuk oleh menteri di kabinetnya.

Khalayak juga mempertanyakan keseriusan peme-
rintah memerangi pembalakan liar bila pengusaha
yang diduga menampung kayu ilegal justru mendapat
perlindungan. ●

KUTIPAN
“Baru kali ini saya kecewa dengan Tempo.” 

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, di Jakarta kemarin,
tentang pemberitaan di majalah Tempo dan Koran Tempo
edisi Senin ihwal perannya dalam penangguhan penahanan
tersangka penadah kayu liar, Direktur dan Wakil Direktur PT
Sumalindo Lestari Jaya.

“Seperti waktu dulu saya masih aktif mem-
bina bulu tangkis, dibutuhkan enam tahun
untuk Indonesia (agar) menang.”

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, menolak
mengumumkan nama calon presiden dari partainya dengan
alasan untuk sukses dibutuhkan waktu yang tak cepat, di
Jakarta kemarin.

Presiden Yudhoyono
diminta membuktikan

komitmennya. 

JAKARTA—Ketua Komisi IV
Dewan Perwakilan Rakyat
Akhmad Muqowam mengata-
kan, komisinya akan meminta
keterangan dari Menteri Ke-
hutanan Zulkifli Hasan soal
pembebasan dua petinggi PT
Sumalindo Lestari Jaya yang
terbelit kasus dugaan pemba-
lakan liar di Kalimantan Ti-
mur. “Pekan ini kami akan
meminta keterangan. Jangan
sampai masalah ini berlarut-
larut,” kata Akhmad kepada
Tempo kemarin.

Anggota Komisi IV, Viva
Yoga Mauladi, mengatakan
hal senada. Dia menyayang-
kan pembebasan Presiden Di-
rektur PT Sumalindo, Amir
Sunarko,dan wakilnya,David.
Menurut Viva, siapa pun yang

diduga terlibat pembalakan li-
ar harus diseret ke jalur hu-
kum, tanpa pandang bulu.

Karena itu, Viva meminta
semua lembaga yang berperan
dalam penangguhan pena-
hanan Amir dan David segera
memberi klarifikasi. “Tidak
boleh ada intervensi dari ma-
na pun,”kata Viva.“Tidak bo-
leh ada kekebalan hukum.”

Amir dan David,yang dita-
han polisi sejak Mei tahun
ini, akhirnya menghirup uda-
ra bebas pada 17 September
lalu. Kejaksaan Negeri Teng-
garong membebaskan mere-
ka dengan alasan kesehatan.

Hari ini Pengadilan Negeri
Kutai Kartanegara menjad-
walkan persidangan kasus PT
Sumalindo. Sidang perdana
dibuka sepekan setelah peng-
adilan menerima berkas leng-
kap dari jaksa.“Ini kan sudah
menjadi perhatian publik, ja-
di majelis mungkin harus ber-

hati-hati,”kata Iman Lukma-
nul Hakim, juru bicara Peng-
adilan Negeri Tenggarong,da-
lam pesan pendeknya.

Direktur Eksekutif Waha-
na Lingkungan Hidup Indo-
nesia (Walhi) Berry Nahdian
Forqan meminta Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
membuktikan komitmennya
dalam menindak tegas para
pelaku pembalakan liar, tan-
pa pandang bulu. Walhi juga
meminta Yudhoyono memin-
ta pertanggung jawaban para
penegak hukum yang mem-
bebaskan sementara Amir
dan David.

Apalagi,menurut Berry,ada
indikasi bahwa pembebasan
Amir dan David tidak terlepas
dari campur tangan kakak
ipar Presiden,Wijiasih Cahya-
sasi alias Wiwiek.“Ada kecuri-
gaan kuat Wiwiek berperan
dalam pembebasan mereka.
Itu mesti segera dibuktikan.”

Kepada Tempo, Wiwiek
mengaku pernah mengirim
utusan kepada Kepala Kepo-
lisian Daerah Kalimantan Ti-
mur Inspektur Jenderal Ma-
thius Salempang, pertengah-
an Agustus lalu. Tujuannya,
mempertanyakan duduk per-
soalan penahanan Amir dan
David.

Namun Kepolisian Daerah
Kalimantan Timur kemarin
membantah adanya interven-
si dari Wiwiek dalam pena-
nganan kasus PT Sumalindo.
Kepala Bidang Humas Polda
Kalimantan Timur Komisaris
Besar Wisnu Sutirta menga-
takan polisi sudah melaksa-
nakan tugas secara profesio-
nal dan melimpahkan kasus
itu ke kejaksaan.“Dari polisi
sudah selesai, kasusnya su-
dah masuk persidangan,”ka-
ta Wisnu kemarin.
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M bak Wiwiek, begitu
perempuan kelahiran
Magelang, Jawa Te-

ngah, 60 tahun lalu ini biasa
disapa oleh adik-adiknya.
Dialah Wijiasih Cahyasasi,
anak tertua pasangan Sarwo
Edhie-Sunarti Sri Hadiyah.
Kakak ipar Susilo Bambang
Yudhoyono ini menikah de-
ngan Chairil Irwan Siregar,
36 tahun silam.

Sementara adik dan ipar-
nya banyak berkecimpung di
dunia militer dan politik,
Wiwiek dan suaminya me-
milih berbisnis. Beberapa
sumber Tempo mengatakan,
Wiwiek bahkan dijadikan
komandan bisnis keluarga
Sarwo Edhie.“Saya memang
satu-satunya di keluarga
yang masuk bisnis,”kata Wi-

wiek kepada Tempo, akhir
pekan lalu.

Pada Februari 1995, kelu-
arga ini mendirikan PT Wa-
natirta Edhie Wibowo, yang
menggarap bisnis perda-
gangan, pertambangan, dan
perkebunan. Dalam akta
pendirian perusahaan, Su-
narti menjadi salah satu
pendiri yang menyetor mo-
dal Rp 100 juta. Sang ibu
menjadi direktur utama, se-
mentara Wiwiek jadi komi-
saris perusahaan. Perusaha-
an ini memperoleh konsesi
lahan 206 ribu hektare di
Kabupaten Mappi, Papua.

Melalui perusahaan inilah
Wiwiek mulai dekat dengan
keluarga Hasan Sunarko.
Hasan adalah nakhoda Grup
Hasko, yang dikenal sebagai

raja kayu lapis. Sejak 1995,
Hasan memasang putranya,
Amir Sunarko, menjadi ko-
misaris di Wanatirta.

Pada 2008,Wanatirta di-
semprit Menteri Kehutanan
Malem Sambat Kaban.Tiga
kali disurati karena tak kun-
jung melayangkan rencana
kerja tahunan, Kaban men-
cabut hak pengusahaan hu-
tan Wanatirta di Mappi.

Gagal di Papua,Wiwiek
tak kapok berbisnis kayu
bersama Amir Sunarko. Keti-
ka keluarga Sunarko masuk
ke PT Sumalindo Lestari Ja-
ya,Wiwiek pun bergabung.
Bursa Efek Indonesia menca-
tat Wiwiek punya saham 1,21
persen di perusahaan itu.

Meski pemilik saham mi-
noritas, akhir September lalu

Wiwiek terpilih dengan sua-
ra mayoritas untuk menjadi
Presiden Komisaris Sumalin-
do. Pemilihan ini terjadi tak
lama setelah Amir Sunarko
menghirup udara bebas, seu-
sai ditahan karena terbelit
kasus dugaan pembalakan
liar di Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur. ”Karena
saya nilai itu baik, saya ber-
sedia,”kata Wiwiek soal ke-
sediaan dia menjadi Presiden
Komisaris Sumalindo.

Selain berbisnis kayu,Wi-
wiek punya usaha di sektor
energi.“Namanya sering di-
sebut kalau ada tender di
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral,”kata
seorang politikus di Dewan
Perwakilan Rakyat.

● OKTAMANDJAYA WIGUNA

Bentrok

DPR Soroti Kasus Sumalindo

Mbak Wiwiek, Nakhoda Bisnis Keluarga

Seorang polisi mengacungkan pistolnya saat terjadi kerusuhan di depan kampus Universitas Muslim Indone-
sia (UMI) Makassar, kemarin. Polisi bentrok dengan mahasiswa yang berunjuk rasa menuntut pemerintah le-
bih memperhatikan rakyat miskin. Sejumlah polisi dan mahasiswa terluka akibat bentrokan itu.

FAHMI ALI (TEMPO)
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Pasokan Listrik Jakarta Mulai Pulih
JAKARTA –– Manajemen PT PLN
(Persero) memastikan tak ada lagi
pemadaman bergilir setelah trafo
arus pada Gardu Induk Kembang-
an, Jakarta, selesai diperbaiki. Juru
bicara PLN, Bambang Dwiyanto,
menyatakan pasokan listrik dari
gardu induk berangsur pulih sejak
pukul 04.00 WIB kemarin. “Beban-
nya diberikan bertahap sebesar 50
megawatt,”katanya kemarin.

Penambahan beban—yang dila-
kukan secara bertahap sampai 150
megawatt—membutuhkan waktu 6-

7 jam. Ini berarti beban trafo baru
normal menjelang petang kemarin.

Akibat kerusakan pada trafo
arus, Gardu Induk Kembangan ke-
hilangan beban 100-150 megawatt
dari beban normal 360 megawatt.
Akibatnya, PLN melakukan pema-
daman bergilir di sebagian wilayah
Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan
Tangerang. Untuk menambah paso-
kan listrik, PLN mengambil beban
dari Gardu Induk Balaraja, Gandul,
dan Cilegon.

Direktur Utama PLN Dahlan Is-

kan menyatakan pasokan listrik wi-
layah Jakarta dan sekitarnya pulih
mulai pekan ini.“Berhubung ini ha-
nya pecah bushing dan tidak meng-
ganggu sekitarnya, penyembuhan-
nya bisa cepat dengan kerja keras,”
katanya. Bushing adalah peralatan
yang berfungsi menghubungkan
ujung-ujung kawat lilitan trafo de-
ngan kawat dari penghantar luar.

Kerusakan pada bushing trafo ter-
jadi karena peranti itu telah berusia
lebih dari 10 tahun. Akibatnya, kata
Dahlan, bushing kelelahan sehingga

mengalami kegagalan isolasi dalam
menghantar panas menuju trafo.

Saat ini telah dipasang bushing
baru pada trafo Kembangan.“Peng-
gantinya sudah dipasang, sekarang
tinggal tunggu proses pemurnian oli
untuk mendinginkan trafo.” Biaya
untuk memperbaiki bushing terse-
but sebesar Rp 1,5 miliar.

Perbaikan trafo di Kembangan
bisa dilakukan cepat karena keru-
sakan terjadi hanya pada satu trafo.
“Jika sampai meluas, khawatir
akan terjadi lagi seperti yang di

gardu Cawang dahulu, perlu waktu
berbulan-bulan untuk menangani-
nya,”kata Dahlan.

Warga Jakarta berharap PLN
memenuhi janji tak melakukan pe-
madaman bergilir lagi.“PLN harus
benar-benar memperhatikan peme-
liharaan pembangkit maupun gar-
du listriknya agar tak sering rusak
dan sering terjadi pemadaman,”
ujar Supardi, warga Kedoya, Kem-
bangan, Jakarta Barat, kemarin.
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Ryan Batal
Menikah 
CIREBON — Rencana pernikahan Very
Idam Henyansyah alias Ryan, nara-
pidana pembunuhan berantai, de-
ngan Ely Winarya,mantan narapida-
na narkoba, kemarin akhirnya batal.
Penyebabnya, Ryan belum mendapat
izin dari lembaga pemasyarakatan.

Izin itu baru dikeluarkan setelah
narapidana mengajukan permohon-
an. Persoalannya, pengelola Lemba-
ga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon,
Jawa Barat, hingga sekarang belum
mendapat permohonan izin menikah
dari Ryan maupun keluarganya.

Menurut Kepala LP Kelas I Cire-
bon Dardiansyah, pada dasarnya na-
rapidana diperbolehkan menikah di
dalam penjara. “Jelas boleh, karena
merupakan hak mereka,” kata dia.
Namun, sebelumnya, yang bersang-
kutan harus mengajukan permohon-
an izin menikah. Setelah izin diteri-
ma, pihaknya akan berkonsultasi de-
ngan atasan, termasuk dengan ke-
jaksaan.

Ryan menjelaskan, keluarganya sa-
at ini tengah mengajukan izin perni-
kahan.“Saya sih inginnya dalam wak-
tu dekat bisa terlaksana,”ucapnya.

Adapun Siatun, ibunda Ryan, me-
nolak berbicara banyak perihal per-
nikahan anaknya. Termasuk soal
pengajuan izin pernikahan ke penja-
ra Cirebon. “Saya tak tahu lagi. Itu
terserah dia,”kata pedagang pakaian
dengan angsuran ini. Padahal, bulan
lalu, Siatun sempat memastikan per-
nikahan Ryan akan digelar pada 11
Oktober di penjara Cirebon. Renca-
na itu diungkapkannya setelah me-
nemui Ryan.

Siatun menyebutkan, putranya
yang berusia 32 tahun tersebut akan
menikahi Ely Winarya, yang berusia
41 tahun. Keduanya bertemu di ta-
hanan Kepolisian Daerah Metro Jaya.

“Ely adalah pilihan Ryan sendiri,”
ujarnya.

Ryan dihukum karena membantai
11 orang selama periode Agustus
2007 hingga Juli 2008. Sebagian kor-
ban dikubur di halaman belakang
rumah orang tuanya di Desa Jatiwa-
tes, Jombang, Jawa Timur.

Pada 15 Juli 2008, Ryan ditangkap
bersama pacar laki-lakinya, Novel
Andrias, di apartemen Margonda
Garden Residence, Depok. Pengadil-
an Negeri Depok kemudian menja-
tuhkan vonis mati.
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Perlu pemantapan 
Pancasila, UUD 1945, 
negara kesatuan, dan
Bhinneka Tunggal Ika.

JAKARTA — Pertemuan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono de-
ngan para pemimpin lembaga
tinggi negara kemarin berlang-
sung adem. Berlangsung selama 4
jam, pertemuan itu cuma mem-
bahas soal gesekan sosial yang
semakin massif. “Hanya memba-
has perkembangan terakhir itu,”
kata Wakil Ketua Dewan Perwa-
kilan Rakyat Priyo Budi Santoso
seusai acara itu di gedung DPR.

Menurut Priyo, pemerintah tak
melihat konflik yang kian massif
itu sebagai kerisauan publik yang
meluas. Namun Dewan berpen-
dapat bahwa konflik sosial itu
membuktikan lunturnya nilai-ni-
lai kegotong-royongan, musya-
warah, serta kekeluargaan. “Ma-

ka, Dewan mendorong kebersa-
maan untuk mencari solusi ter-
baik, seperti mengadakan dialog
antara pemerintah, lembaga ting-
gi negara, dan para tokoh di ma-
syarakat,”ujarnya.

Belakangan, bentrokan antar-
anggota masyarakat makin se-
ring terjadi. Pada 28 September
lalu, misalnya, bentrokan berda-
rah terjadi di Kampung Juata
Permai, Tarakan, Kalimantan Ti-
mur, mengakibatkan lima orang
meninggal. Pada waktu yang
hampir bersamaan, terjadi ta-
wuran yang menyebabkan tiga
orang tewas di sekitar gedung
Pengadilan Negeri Jakarta Sela-
tan, Jalan Ampera Raya. Sebe-
lumnya, nyawa tiga polisi dihabi-
si oleh para tersangka teroris di
kantor Kepolisian Sektor Ham-
paran Perak, Sumatera Utara.

Pertemuan tertutup itu dilaku-
kan di gedung Majelis Permusya-
waratan Rakyat, Senayan. Hadir
antara lain Ketua MPR Taufiq

Kiemas dan wakilnya, Presiden
Yudhoyono dan Wakil Presiden
Boediono, sejumlah menteri, Ke-
tua DPR Marzuki Alie bersama
wakilnya, Ketua Dewan Perwa-
kilan Daerah Irman Gusman, Ke-
tua Mahkamah Konstitusi Mah-
fud Md., Ketua Mahkamah
Agung Harifin A.Tumpa, dan Ke-
tua Badan Pemeriksa Keuangan
Hadi Poernomo.

Menurut Taufiq Kiemas, kon-
flik massa itu semakin menam-
bah keyakinan akan pentingnya
pemantapan empat pilar utama
bangsa, yakni Pancasila, UUD
1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
Ika. Maka, perlu penguatan sis-
tem presidensial dan otonomi
daerah.“Hal tersebut untuk men-
jawab penguatan demokrasi In-
donesia,”katanya di gedung MPR.

Ia menyatakan setiap lembaga
tinggi negara memiliki peran dan
tanggung jawab masing-masing,
tanpa harus saling menginterven-

si. Politikus PDI Perjuangan ini
berharap pertemuan konsultasi
sering dilakukan. Sebelumnya,
pertemuan serupa digelar di Ista-
na Bogor.

Ketua DPR Marzuki Alie me-
mandang hal itu sebagai perte-
muan silaturahmi.“Karena nega-
ra bukan hanya tanggung jawab
Presiden, tapi semua,” ujarnya.
Pertemuan ini bersifat koordinasi
tanpa saling mengintervensi.“Ja-
di, checks and balances akan ber-
jalan.”

Presiden Yudhoyono tak mem-
berikan keterangan kepada pers.
Menteri Koordinator Perekono-
mian Hatta Rajasa membantah
anggapan bahwa pertemuan itu
diadakan dalam kaitan dengan
penguatan setahun pemerintahan
Presiden Yudhoyono.Menurut dia,
pertemuan ini sudah lama dijad-
walkan, yakni setelah pertemuan
kedua di Istana Bogor. “Terjadi
diskusi yang sangat relaks,”ucap-
nya. � MUTIA RESTY | MUNAWWAROH | JOBPIE

Pertemuan Petinggi Negara
Bahas Konflik Massa

Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono ber-
sama Ketua MPR Tau-
fiq Kiemas dan Ketua
DPR Marzuki Alie (kiri)
memberikan keterang-
an kepada wartawan
seusai silaturahmi
para pimpinan lemba-
ga negara, di gedung
DPR, Jakarta, kema-
rin. 
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